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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP) yang merupakan salah satu tuntutan dalam
mewujudkan Reformasi Birokrasi, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen
PDSPKP secara rutin melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan
masyarakat terutama mengenai kualitas pelayanan SKP yang diberikan. Hal ini
sejalan dengan amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, serta mekanisme survei berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder yang memperoleh
pelayanan SKP dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Pelaksanaan survei IKM akan dilaksanakan secara berkala 2 kali setiap tahun
oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Hal ini merupakan langkah rutin
untuk menjaga dan meningkatkankan kualitas mutu pelayanan serta untuk
membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan publik SKP
dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan
perbaikan pelayanan.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berkewajiban memberikan
pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta
menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Untuk itu, pelayanan
SKP harus dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat yaitu
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.



Sebagai unit kerja pelaksana pelayanan SKP, maka Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu melaksanakan survei IKM semester | Tahun 2018
untuk mengukur kinerja dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, adanya data hasil
survei IKM ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan
yang masih perlu dilakukan upaya pembenahan dan mendorong dilakukannya
perbaikan yang signifikan sehingga dapat selalu menjaga citra pelayanan SKP

yang baik, transparan, cepat dan terpercaya.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakan survei terhadap pelayanan SKP adalah untuk
mengukur IKM pengguna layanan SKP terhadap kinerja unit pelayanan SKP
sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan SKP
serta untuk mendorong partisipasi pengguna layanan SKP dalam menilai kinerja

pelayanan SKP secara berkala.

3. Sasaran

a. Tencapaian perbaikan kinerja unit pelayanan SKP dalam memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha perikanan/Unit Pengolahan
Ikan (UPI).

b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan SKP
sesuai yang diharapkan pengguna pelayanan SKP sehingga pelayanan
dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, lebih efektif serta efisien.

4. Prinsip
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pelayanan penerbitan SKP

dilakukan dengan memegang prinsip sebagai berikut:

a. Transparan bahwa hasil survei mudah diakses oleh pelaku usaha industri
perikanan/ UPI.

b. Partisipatif bahwa survei kepuasan masyarakat melibatkan pelaku usaha
industri perikanan/ UPI untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

c. Akuntabel bahwa pelaksanaan survei dapat dipertanggungjawabkan secara



benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Berkesinambungan bahwa survei kepuasan masyarakat dilaksanakan
secara berkala untuk melihat perkembangan peningkatan kualitas
pelayanan.

Keadilan bahwa pelaksanaan survei menjangkau seluruh pelaku usaha
industri perikanan/UPI tanpa memandang status ekonomi, budaya, sosial,
dan perbedaan golongan.

Netralitas bahwa pelaksanaan survei dilakukan tanpa memihak golongan
manapun.

Manfaat yang Diharapkan

Diketahuinya IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan SKP guna perbaikan secara berkelanjutan (continuous
improvement).

Dicapainya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dan indikator
keberhasilan penilaian Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik.



BAB I
METODE SURVEI

2.1 Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan SKP dilakukan
melalui metode penelitian kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik
kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada UPI selaku

responden. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tahap Persiapan

a. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk Survei IKM 2018 sesuai
dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Permen PAN RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.

c. Membuat surat penyampaian kepada Dinas untuk meminta UP| yang berada
di wilayahnya mengisi e-survey.

d. Mengumpulkan seluruh alamat email Dinas dan pemohon SKP/UPI.

e. Membuat database calon responden survei.

2.1.2 Tahap Proses

a. Pelaksanaan e-survey dilakukan dalam jangka waktu 15 hari kerja yang
dimulai pada tanggal 22 Mei 2018 s.d 5 Juni 2018.

b. Melakukan penyebaran surat dan e-survey kepada Dinas dan UPI untuk
disebarkan ke seluruh pemohon/UPI yang pernah berinteraksi dengan Unit
Pelayanan SKP di Dinas KP Daerah dan KKP (surat terlampir).

c. E-survey dilakukan dengan mengakses pada link berikut ini:
https://goo.gl/RDDM8Y




Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat dan Persepsi Korupsi
terhadap Pelayanan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP)

Benkis acalah surves urituk menquiur ndeks Kepussan Mosyarkat Gan Perseps! Korups| terhadeg
SKP di Diraktorat "Quatan Daye Saing Procuk Kelautan dan Perkanzn,
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Email address *
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d. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk

mengetahui perkembangan e-survey.

2.1.3 Tahap Analisa dan Evaluasi

a. Melakukan rekapitulasi hasil e-survey kepuasan masyarakat yang telah diisi

oleh responden untuk mengetahui IKM terhadap pelayanan SKP.

b. Membuat analisis, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

c. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

penerbitan SKP.

2.2 Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan SKP

Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan SKP terdiri dari:

Penanggungjawab
Ketua

Sekretaris
Anggota

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
Kasubdit Standardisasi

Kepala Seksi Penilaian Kesesuaian
Kepala Seksi Perumusan Standar
Husen Pelu

Dwi Yuliati

Marusaha

Fikriyah

Faris Baha
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7. Rika Kartika Dewi
8. Dyah Ayu Purnama Sari
9. Rio Sena Eka Nur Shidiq

2.3 Prosedur Survei
Responden dapat mengisi e-survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan SKP baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab
e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari
alamat email, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.
Untuk mengetahui tingkat IKM SKP, maka responden diharapkan dapat
memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam
e-survey. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan persyaratan SKP
Kemudahan persyaratan SKP
Kejelasan prosedur SKP
Ketepatan waktu pelayanan SKP

o > 0N

Kesuaian pelayanan SKP yang tidak dikenakan biaya dengan proses
pelayanan SKP yang dialami pengguna layanan

Kejelasan informasi produk spesifikasi layanan

Kompetensi petugas pelayanan SKP

® N o

Perilaku petugas pelayanan SKP

9. Kesesuaian maklumat pelayanan SKP
10. Ketersediaan sarana pengaduan SKP
11. Penanganan pengaduan SKP

12. Kenyamanan

Tambahan

Saran perbaikan dari pengguna layanan SKP
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ANALISIS HASIL SURVEI

3.1 Hasil e-survey
3.1.1 Identitas Responden

Jumlah responden survei kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan
SKP mencapai 57 responden terdiri dari:

a. Jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 31 responden 54,4%
2 Perempuan 26 responden 45,6%

b. Pendidikan terakhir

No Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase
1 SMA kebawah 11 responden 19,3%

2 DI/D2/D3/D4 22 responden 38,6%

3 S1 22 responden 38,6%

4 S2-S3 1 responden 3,5%

c. Pekerjaan

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1  Pegawai swasta 44 responden 77,2%

2  Wiraswasta 9 responden 15,8%

3 PNS/TNI/POLRI 3 responden 5,3%

4  Lainnya 1 responden 1,8%




3.2 Rekapitulasi Hasil
3.2.1 Kejelasan Persyaratan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan
persyaratan SKP?

B Cukup Jelas
B Kurang Jelas

¥ Sangat Jelas

2%

3.2.2 Kemudahan Persyaratan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang
kemudahan pemenuhan persyaratan SKP?

B Cukup Mudah
B Kurang Mudah
 Sangat Mudah

3.2.3 Kejelasan Prosedur Pengurusan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan
alur prosedur pengurusan SKP?

H Cukup Jelas
B Kurang Jelas

¥ Sangat Jelas

2%




3.2.4 Ketepatan Waktu Penerbitan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu
penerbitan SKP? (7 hari kerja sejak dokumen dianggap lengkap)

7%

B Cukup tepat (8 - 15 hari)

B Kurang tepat (16 - 30 hari)
Sangat tepat (<= 7 hari)

B Tidak tepat (> 30 hari)

3.2.5 Kesesuaian Pelayanan Yang Tidak Dikenakan Biaya Dengan Proses

Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian pelayanan
yang tidak dikenakan biaya dengan proses pelayanan yang
Saudara alami?

B Sesuai

B Sangat Sesuai

3.2.6 Kesesuaian Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan SKP Dengan
Hasil Layanan Yang Diberikan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian yang
tercantum dalam standar pelayanan SKP dengan hasil layanan
yang diberikan?

B Sesuai

B Sangat Sesuai




3.2.7 Kompetensi/Kemampuan Petugas Yang Memberikan Pelayanan SKP?

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
kemampuan petugas yang memberikan pelayanan SKP?

4%

B Kurang Mampu
B Mampu

@ Sangat Mampu

3.2.8 Sikap Petugas Pelayanan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang sikap petugas yang
memberikan pelayanan SKP?

B Baik

B Sangat Baik

3.2.9 Ketersediaan Media/Sarana Pengaduan

Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan media/
sarana pengaduan dalam pelayanan SKP?

¥ Kurang memadai
B Memadai

M Sangat memadai
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3.2.10 Penanganan Dari Pengaduan/Saran/Masukan Serta Tindak Lanjut
Terhadap Pelayanan SKP

Bagaimana penilaian saudara terhadap penanganan dari
pengaduan/saran/masukan serta tindak lanjut terhadap
pelayanan SKP yang dilakukan oleh petugas?

B Kurang Baik
B Baik

Sangat Baik

3.2.11 Sarana Dan Prasarana Di Tempat Pelayanan SKP

Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan
prasarana di tempat pelayanan SKP di KKP?

4%
B Tidak Memadai
B Kurang Memadai
Memadai

64%
B Sangat Memadai

3.2.12 Kenyamanan Tempat Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di tempat
pelayanan SKP di KKP?

B Kurang nyaman
B Nyaman

Sangat nyaman




3.3 Saran dan Masukan Responden Untuk Perbaikan Pelayanan SKP

Responden

Saran dan Masukan

2

Pelayanan SKP harus lebih ditingkatkan lagi agar produk
perikanan lebih bermutu dan dapat berdaya saing

Masalah jangka waktu penerbitan SKP itu mohon diperhatikan
sampai dengan pengiriman dan terima di tempat dan apabilan
sudah di proses tanda tangan mohon di kirim hasil scannya
terlebih dahulu biar tidak menjadi tanda tanya dari UPI....tks

Pelayanan online dimaksimalkan

(6)]

Sebaiknya penerbitan sertifikat SKP di daerah saja

Implementasi aplikasi online secara menyeluruh akan membuat
kualitas pelayanan lebih baik karena lebih transparan dan dapat
dimonitor real time

10

Semua pelayanan SKP sesuai aturan dan sangat mudah

11

Pertahankan prestasi pelayanan yang sudah baik saat ini dan
untuk tingkat daerah UP1 UKM perlu sering dilakukan
pembinaan secara berkala dengan undangan sosialisasi baik
berisi aturan baru, up date informasi dan teknologi, atau untuk
sebatas untuk penyegaran agar kualitas dari UPI semakin baik
dan higienis dan dapat menghasilkan produk yang aman
secara food safety dengan harga terjangkau

14

Untuk proses penerbitan SKP melalui layanan e-SKP mohon
untuk dipercepat waktunya, karena dari proses keluar surat
rekomendasi tertanggal 2 Mei 2018 sampai saat ini (24/5), SKP
belum juga terbit/jadi. Mohon perhatiannya.

17

Baik

20

Sosialisasi penggunaan aplikasi SKP belum ada sehingga kami
kesulitan untuk memperpanjang SKP

23

Sertifikat SKP agar cepat keluar. Jadi tidak menghambat
pengajuan perpanjangan SIP| Pusat. Karena untuk pengajuan
SIPI pusat kami menggunakan fotokopi SKP berlaku dan tidak
bisa menggunakan surat rekomendasi bahwa UPI sudah
melakukan perbaikan terkait temuan inspeksi.

24

Untuk pengajuan SKP secara Online mohon untuk lebih
diperjelas alurnya

25

Pelayanan SKP Di KKP Kalimantan Barat sudah sangat tepat,
cepat dan sesuai program yang ada (Sistem Online), untuk
kerjasamanya dengan UPI sangat baik, mudah dan ramah

28

Mohon jika sistem pengajuan SKP sudah melalui online, segera
untuk ditindak lanjuti oleh petugas yang bersangkutan, dan untuk

12




Responden

Saran dan Masukan

penerbitan SKP bisa di percepat untuk di dinas dan di KKP.

30

SKP dan HACCP cukup satu pintu

32

Semoga kualitas pelayanan SKP menjadi lebih mudah, waktu
penerbitan cepat, dan tanpa dipungut biaya saat pembuatan.
Untuk mewujudkan usaha perikanan yang berkesinambungan
ditengah himpitan biaya produksi yang tinggi. Dan juga
meningkatkan kualitas pegawai negeri untuk mewujudkan kinerja
pegawai negeri sebagai abdi negara yang bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme. Sehingga terwujud aparat pemerintah yang
bersih dan berwibawa seperti yang digerakkan oleh bapak
Presiden Joko Widodo. Jaya Indonesia, Jaya Pegawai Negri
Indonesia. Selamat bertugas.

34

Mohon penerbitan SKP dipercepat sehingga bisa mempermudah
pengurusan dokumen lainnya, mengingat SKP sangat berperan
penting untuk penerbitan HACCP. Terima Kasih

36

Adanya sistem online sangat memudahkan perusahaan namun
untuk ketepatan waktu setiap proses perlu ditingkatkan kembali
agar tidak molor (terlambat).

37

Estimasi waktu kurang tepat. Terutama dalam melakukan
kunjungan ke gudang.

39

Lebih ditingkatkan kembali media/sarana untuk mempermudah
pengguna jasa baik pengaduan maupun pengajuan SKP di
wilayah tertentu.

40

Standar grade sertifikat SKP perlu diperjelas

43

Mungkin sebaiknya di kantor pelayanan SKP di KKP Kendari
diberikan fasilitas penunjang internet yang memadai. Agar
komunikasi via Surel ataupun dalam memeriksa data yg kami
upload di sistem SKP bisa segera ditindaklanjuti. Terima kasih

45

Mohon keramahan dalam memberi solusi, dan transparansi
informasi yang sudah baik dapat dipertahankan dan bisa
ditingkatkan, terima kasih

46

Pelayanan SKP sudah baik. Tetapi harus ditambahkan lagi
inovasi-inovasi yang lebih baik lagi supaya lebih baik dan lebih
baik lagi. terima kasih

48

Sertifikat SKP setelah terbit dapat cepat di akses tanpa
menunggu hard copy mohon dapat diupload pada sistem SKP
online atau bisa dikirimkan ke alamat email perusahaan.

50

Mohon dipertahankan kualitas pelayanan SKP

51

Mohon peningkatan sistem SKP online agar lebih efektif.

13




Responden | Saran dan Masukan

Dengan demikian UPI bisa memonitoring progress pengajuan
SKP UPI dengan mudah tanpa harus berulang-ulang
menghubungi petugas SKP.

52 Tingkatkan kembali pelayanan yang telah diberikan guna
pelayanan yang memuaskan
56 Kualitas pelayanan SKP sdh bagus dan perlu di pertahankan

3.4 Analisis Survei

Keseluruhan e-survey yang disebarkan kepada 57 responden dapat terisi
dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil
pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh nilai mutu
pelayanan pada Unit Pelayanan Penerbitan SKP dipersepsikan Baik oleh
masyarakat penggunanya/UPI. Hal ini terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh
sebesar 83,18 (kisaran nilai baik adalah 76.31 — 88.30). Jumlah nilai rata-rata
per unsur dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Nilai Rata-rata Per Unsur dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

No. Unsur Pelayanan Nilai rata-rata | Mutu Pelayanan
1. | Persyaratan 3,39 B
2. | Prosedur 3,40 B
3. | Waktu Pelayanan 3,07 B
4. | Biaya/Tarif 3,54 A
5. | Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,39 B
6. | Kompetensi Pelaksana 3,46 B
7. | Perilaku Pelaksana 3,58 A
8. | Ketersediaan Sarana Pengaduan 3,09 B
9. | Penanganan Pengaduan 3,32 B
10. | Sarana dan Prasarana 3,23 B
11 | Kenyamanan 3,23 B
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Jumlah nilai persepsi rata-rata per unsur pelayanan menunjukkan
penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan SKP tersebut. Unsur-unsur
pelayanan SKP berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,0644 — 3,532
atau mutu pelayanan B (BAIK) dan jumlah nilai rata-rata kisaran interval
3,533 — 4.00 atau mutu pelayanan A (SANGAT BAIK) sehingga apabila dirata-
ratakan mutu pelayanan per unsur pelayanan umumnya dikategorikan BAIK.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai
persepsi rata-rata tertinggi atau mutu layanan A adalah unsur Biaya/Tarif (3,54)
dan unsur perilaku pelaksana (3,58), sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah
adalah unsur waktu layanan (3,07). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat
persepsi kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari unsur biaya/tarif yang
mana pelayanan SKP tidak dikenakan biaya sehingga dinilai sangat baik oleh
pelaku usaha pengguna layanan SKP dan para responden telah terinformasikan
dengan sangat jelas bahwa pelayanan SKP tidak dikenakan biaya. Sedangkan
pada waktu layanan memberikan tingkat persepsi kepuasaan paling rendah
karena masih dinilai waktu pelayanan SKP cukup tepat (kisaran 8 — 15 hari)
sedangkan waktu layanan SKP adalah 7 Hari. Nilai persepsi masyarakat semua
unsur berada dinilai diatas 3,0644, hal ini menggambarkan bahwa penilaian
masyarakat terhadap unsur pelayanan Penerbitan SKP pada umumnya baik dan

sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu
diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah.
Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.
Dari 12 unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi
unsur nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di atas 3,0644 dengan mutu
pelayanan Baik.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai harapan
pengguna layanan, maka ke-12 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan
kembali sehingga bisa mencapai nilai persepsi sangat baik atau A khususnya
unsur waktu pelayanan harus diperbaiki sehingga waktu pelayanan SKP harus

15



memenuhi janji layanan yaitu maksimal 7 hari dan menerapkan pelayanan SKP

online baik di Dinas maupun di Pusat atau KKP. Data detil hasil e-survey dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat

u12

u11

u10

U9

us

u7

U6

us

U4

u3

Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan

U2

U1

No.
Responden

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31

32
33
34
35

36
37

38
39
40
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3.33
83.18

u12

184

u11

184

u10

189

U9

176

us

204

u7

197

U6

193

us

202

U4

175

u3

194

U2

191

U1

196

3.44 | 3.35 | 3.40 | 3.07 | 3.54 | 3.39 | 3.46 | 3.58 | 3.09 | 3.32 | 3.23 | 3.23

No.
Responden

41

42
43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
Jumlah

Nilai
NRR Per

unsur

NRR
Tertimbang | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27

IKM UNIT PELAYANAN SKP
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BAB IV
TINDAK LANJUT SURVEI IKM TAHUN 2017

Rekomendasi Survei IKM Tahun 2017
Berdasarkan hasil survei IKM Tahun 2017 terhadap pelayanan penerbitan

SKP, maka terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjut yaitu perlu upaya

untuk memperbaiki waktu layanan sehingga menjadi lebih cepat baik di Dinas

maupun di Pusat sehingga dapat sesuai dengan waktu pelayanan yang

dijanjikan dalam standar layanan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu

ditindaklanjuti adalah:

a.

Pelayanan SKP akan diharuskan menggunakan aplikasi SKP online
sehingga proses SKP akan terpantau dalam semua tahapan proses sejak
mulai UPI mengajukan rekomendasi kelayakan pengolahan ke Dinas sampai
mengajukan penerbitan SKP di Ditien PDSPKP. Semua pihak baik pelaku
usaha, Sekretariat SKP di Daerah/Dinas, dan Sekretariat SKP di
Pusat/Ditjien PDSPKP dapat melihat semua proses yang dilakukan.
Menyelenggarakan pembekalan operasional SKP online kepada operator
admin Dinas Provinsi dan UPI.

Tindak Lanjut

Penyampaian himbauan kepada pelaku usaha untuk menggunakan SKP
Online melalui Surat Direktur Pengolahan dan Bina Mutu kepada Pimpinan
Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan Nomor 564/PDS.2/TU.210/1/2018
tanggal 23 Januari 2018 perihal pemenuhan persyaratan SKP oleh pelaku
usaha pengolahan hasil perikanan (surat terlampir)

Menyelenggarakan pembekalan updating SKP online kepada operator SKP
Online Daerah/admin Dinas Provinsi pada tanggal 9 Juli 2018 dalam
kegiatan Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan SKP
yang dihadiri 80 peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh
Indonesia serta Operator SKP Online Daerah (surat terlampir)
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

a. Secara umum mutu pelayanan pada Unit Pelayanan Penerbitan SKP
dipersepsikan Baik oleh masyarakat pengguna layanan SKP/UPI. Hal ini
terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh adalah nilai 83,18 (kisaran nilai baik
adalah 76.31 — 88.30). Nilai IKM dipublikasikan kepada pengguna layanan
SKP dengan format sebagaimana tercantum di Lampiran.

b. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah
Biaya/Tarif dan prilaku pelaksana, serta unsur pelayanan yang dianggap tidak

memuaskan adalah waktu pelayanan yang dinilai masih kurang tepat.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey terhadap pelayanan penerbitan SKP, maka
perlu upaya untuk memperbaiki waktu layanan sehingga menjadi lebih cepat baik
di Dinas KP Daerah maupun di Ditien PDSPKP KKP sehingga dapat sesuai
dengan waktu pelayanan yang dijanjikan dalam standar layanan. Untuk itu,
beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah Pelayanan SKP akan diharuskan
menggunakan aplikasi SKP online sehingga proses SKP akan terpantau dalam
semua tahapan proses sejak mulai UPI mengajukan rekomendasi kelayakan
pengolahan ke Dinas sampai mengajukan penerbitan SKP di Ditien PDSPKP.
Semua pihak baik pelaku usaha, Sekretariat SKP di Daerah/Dinas, dan
Sekretariat SKP di Pusat/Ditien PDSPKP dapat melihat semua proses yang
dilakukan.

Sampai saat ini, penggunaan SKP Online di Tahun 2018 Semester | oleh
pelaku usaha dan operator SKP Online Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan
belum optimal. Selanjutnya, rencana akan dilakukan perbaikan aplikasi SKP
Online agar semakin mudah digunakan/user friendly, dan meningkatkan
keamanan SKP Online dari serangan cybercrime.
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LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

t); DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

k KELAUTAN DAN PERIKANAN
M o JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA B
ol / ) } AHARI III LANTAI 13 JAKARTA 10110
Raum KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100187 FAKSIMILE (021) 35100187
Email : dircktoratpbm{@gmail.com

Nomor . AL /P05, 2/ Ttu. 2o/ VL / 2008 1A Agustus 2018
Lampiran . 1 Berkas
Hal . Pengumuman Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan

Terhadap Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat
(IKM) Semester 1 Tahun 2018 kepada pengguna layanan SKP yang dilaksanakan pada
tanggal 22 Mei 2018 s.d 5 Juni 2018 dalam rangka menilai kinerja pelayanan SKP, kami
sampaikan pengumuman hasil survei IKM sebagaimana terlampir untuk disampaikan kepada
para pelaku usaha pengguna Layanan SKP yang ada di wilayah Saudara.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya sehingga Survei
IKM Pelayanan SKP Semester 1 Tahun 2018 dapat terselenggara dengan baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

a.n. Direktur.Jenderal,
Plh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Tt

Trisna Ningsih

Tembusan:
1. Direktur Jenderal PDSPKP
2. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
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Lampiran Surat
Nomor @ Qb2 €082/ —tu. 2o /L /2608

Tanggal : YA Agustus 2018

Lampiran 1. Daftar Tujuan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Di Yogyakarta

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat

000~ - B G b

WWWWWNRNRNRNNNNNNNDNDN =

a.n. Direkfuridenderat »
Plh Direktur Pengolafian ina Mutu

\ s

\

Trisna Ningsih

21



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

D) j KELAUTAN DAN PERIKANAN
o JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI ITI LANTAI 13 JAKARTA 10110
LAy KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100187 FAKSIMILE (021) 35100187

Email : direktoratpbm@gmail.com

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan ini diumumkan
hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakan Semester | Tahun 2018 Terhadap
Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagai berikut:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEMESTER | TAHUN 2018

|' NILAIIKM ] J NAMA LAYANAN : SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
! | RESPONDEN

‘ JUMLAH . 57 Orang

‘ l JENIS KELAMIN  : L=31 Orang; P =26 Orang

‘ PENDIDIKAN : SMA kebawah = 11 orang

} D1/D2/D3/D4 = 22 orang

‘ . “ ‘ $1 =22 orang

\ ’ S$2-S3 =1 orang

‘ ‘ ( Periode Survei : 22 Mei 2018 s.d 5 Juni 2018

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
L MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Jakarta; -, - Agustus 2018
a.n. Direktur Jenderal,
Plh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Trisna Ningsih
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(.S a DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
) \\)Dg KELAUTAN DAN PERIKANAN
%,@ 0..\1& JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
LAUTR KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
Email : sespri.djpdspkp@kkp.go.id
Nomor L3006l o/ PDS. 2/ Tu. 20/ Vf 2016 22 Mei 2018
Lampiran : 2 Lembar’
Hal i SurveiIndeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi

Dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka meni‘ngkatkan kualitas pelayanan SKP serta melakukan perbaikan
berkelanjutan (continuous improvement), maka perlu dilakukan survei kepuasaan masyarakat
dengan melibatkan pelaku usaha perikanan selaku pengguna layanan SKP dalam menilai
kinerja pelayanan SKP. Survei akan dilakukan dua kali setahun yaitu pada bulan Mei dan
Oktober 2018.

Selanjutnya berpedoman pada Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik, maka pelaksanaan survei pada pelayanan SKP membutuhkan jumlah responden yang
besar (+ 240 responden).

Untuk itu, kami mohon dukungan Saudara mendorong pelaku usaha/Unit Pengolahan
lkan selaku pengguna layanan SKP yang ada di wilayah Saudara untuk mengisi kuisioner
elekronik (e-survey) dengan mengakses pada link berikut ini dan tampilan kuisioner seperti
dalam Lampiran 2:

https://goo.gl/RDDM8Y
Survei tahap pertama ini akan dilaksanakan sampai dengan 31 Mei 2018.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dalam mendukung

pelaksanaan survei ini kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

=0

Innes Rahmania

Tembusan:
Direktur Jenderal PDSPKP

23



Lampiran Surat
Nomor : 306Gl.6/905.2/ TU.2i0/V /2019

Tanggal : 22 Mei 2018

Lampiran 1. Daftar Tujuan

DOND VAW

Kepala Dinas Kelautan @an Perikanan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Di Yogyakarta

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Innes Rahmania

24



Lampiran 2. Tampilan Kuisioner Elektronik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persepsi
Korupsi

Penilaian Indeks Kepuasan

Masyarakat dan Persepsi Korupsi
terhadap Pelayanan Sertifikat '
Kelayakan Pengolahan (SKP) i

| = 3 Soonrent i
v e # onies Soe Povbuarren |

Emall address *

&SP

A AGTAN S

Penilaian Indeks Kepuasan
s | Masyarakat dan Persepsi Korupsi |
| terhadap Pelayanan Sertifikat i

Kelayakan Pengolahan (SKP) |

Indeks Kepuasan Mosyarakat terhadap Pelayanen Penerbitan
Sentifikat Kelsyskan Pengolahen (SKP)

1. Persyaraten

Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasen persyaratan ;
SKP? -

|
(oo | O Semgatjelen
|  © cuopse

© Kuterg jeles

© Tisok jetes

Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat dan Persepsi Korupsi
terhadap Pelayanan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP) |

SURVE! PERSEPS| KORUPS! PADA UNIT PELAYANAN PENERBITAN
BERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAMAN (SKF)

| tcjonan yarg betas dart Merusw |
| |
| Prosedur SKP yang dil sudah =

memadal dan tidak berpotensi manimbulkan kerups), kolus), dan r
nepatisme (KKN) “

© Bangen tidak senis

O Triek Setuju B

O Kurang wetufy : m WY |
© Cukup satju ! s 5
O sow

© sangst st =¥
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

P W E-
N\ \_)Zg KELAUTAN DAN PERIKANAN
L JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI [l LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
Email : sespri.djpdspkpi@kkp.go.id
O A
Nomor © 306l /P9S.2/Tu.210/V/206i8 22 Mei 2018
Lampiran : 1 Lembar
Hal . Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi

Dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Yth. Pimpinan Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan Seluruh Indonesia

Dalam I rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan SKP guna
melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), maka perlu dilakukan survei
kepuasaan masyarakat dan survei persepsi korupsi dengan mendorong pelaku usaha
perikanan selaku pengguna layanan SKP untuk menilai kinerja pelayanan SKP. Survei akan
dilakukan dua kali setahun yaitu Bulan Mei dan Bulan Oktober 2018.

Selanjutnya berpedoman pada Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik, maka pelaksanaan survei pada pelayanan SKP membutuhkan jumlah responden yang
besar (x 240 responden).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dukungan Saudara untuk
membantu pelaksanaan survei dengan mengisi kuisioner elekronik (e-survey) dengan
mengakses pada link berikut ini dan tampilan kuisioner seperti dalam Lampiran 1:

https://goo.gl/RDDM8Y
Survei tahap pertama ini akan dilaksanakan sampai dengan 31 Mei 2018.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dalam mendukung

pelaksanaan survei ini kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

L‘ Innes Rahmania

Tembusan:
Direktur Jenderal PDSPKP
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Lampiran 1. Tampilan Kuisioner Elektronik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persepsi
Korupsi

Penilalan Indeks Kepuasan

Masyarakat dan Persepsi Korupsi
terhadap Pelayanan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP)

Poummtor-Savaboh ikt et

Emali adaress

Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat dan Persepsi Korupsi o % 2 e
terhadap Pelayanan Sertifikat i :

Kelayakan Pengolahan (SKP)

tndeks Kepuasan Masyarakat terhadep Pelayansn Penerbitan
Sertifikat Ketayakan Pongolahan (SKF)

1. Persyaratan
Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan persyaratan
sKP? {
O sangat jeim l i
© cuenieiss it =
© Kumrg jrise I %
O Ticak jeies |
L

Penilaian Indeks Kepuasan

Masyarakat dan Persepsi Korupsi
terhadap Pelayanan Sertifikat | 2
Kelayakan Pengolahan (SKP)

SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA UNIT PELAYANAN PENERBITAN
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAMAN (SKP)

Petirparian yang terses il kol

Prosedur 8KA yang sudah
memadai dan tidek berpotensi menimbulkan korupsi, koluei, dan
nepatisme (KKN)

() Saaga neak sotuju
O Ticek Setu

©) wurmng setuju

O Cubip setups

O Sequ

© sangot setups
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI Il LANTAI 14 JAKARTA 10110

KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 h\K}‘lMlLL (021) 3500132, 3520844
Email : sespri.djpdspkplakkp.go.id

Nomor . 564 [POC. 2 [ O[T (28 23 Januari 2018
Lampiran : 2 Lembar
Hal ¢ Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Oleh Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Yth.  Pimpinan Perusahaan Hasil Perikanan Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung bisnis perikanan dan memperlancar kegiatan ekspor hasil
perikanan, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit
Pengolahan lkan (UPI) atau pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang telah
menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan
memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating
Procedure). SKP merupakan persyaratan dasar yang waijib dipenuhi sebelum mengajukan
Sertifikat HACCP.

2. Dasar hukum penerbitan SKP adalah Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Pasal 20 ayat
(3) bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib
memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), memperoleh SKP,

3. Untuk mempercepat proses penerbitan SKP, diharapkan Saudara dapat melengkapi
semua persyaratan administrasi SKP sesuai Permen KP No. 72  Tahun 2016 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP sebagai berikut:

a. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kab/Kota.

b. Fotokopi izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP atau SIUP dapat diganti
dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa),

c. Fotokopi identitas pemohon.

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 tahun terakhir.

f.  Fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan.

g. Fotokopi perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal
dengan jangka waktu 2 tahun.

h. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif.

i.  Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan,
pengemasan, dan/atau penyimpanan.

j. Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi
Sanitasi Standar.

k. Fotokopi Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan
pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI LI LANTAL 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
Email : sespri.djpdspkp@kkp.go.id

4. Dalam mengajukan penerbitan SKP Baru, penambahan ruang lingkup produk, maupun
perpanjangan SKP seawal mungkin melalui aplikasi SKP Online dengan alamat web: skp-
pdspkp.kkp.go.id untuk menghindari terhambatnya kegiatan ekspor atau kegiatan
pemasaran produk perikanan di dalam negeri. Bagi UPI yang akan melakukan

perpanjangan SKP, dapat diajukan segera sebelum masa berlaku SKP berakhir (3 bulan
sebelumnya).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

y

Jastan Direktur Jenderal,

Qé!’éktu.\' :

fraf, o

Tembusan:

Gubernur Seluruh Indonesia

Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia

Inspektorat Jenderal KKP

Kepala BKIPM KKP

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia
Ketua Asosiasi perikanan seluruh Indonesia
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

k ; KELAUTAN DAN PERIKANAN
—— JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI [l LANTAI 13 JAKARTA 10110
u KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100187 FAKSIMILE (021) 35100187

Email : direktoratpbm@gmail.com

Nomor . 3572 /008.2/TV- 320/ v/ 2008 26 Juni 2018
Lampiran . 1 Berkas
Hal . Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penerbitan SKP dan mensinergikan
rencana kerja pembinaan SKP kepada Unit Pengolahan Ikan antara Sekretariat SKP
Pusat dan Daerah, maka kami mengundang Saudara dan operator SKP online untuk
hadir dalam Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan SKP yang akan

dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Agenda Acara

: Senin - Selasa/9 - 10 Juli 2018

: 08.00 - selesai
: RR. Arwana Lt. 14 GMB |l - KKP

Perlu kami sampaikan bahwa panitia hanya menanggung konsumsi selama acara
berlangsung, sedangkan untuk biaya perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung oleh
masing-masing instansi. Selanjutnya konfirmasi kehadiran dimohon dapat segera

disampaikan ke email: skp.pdspkp@gmail.com paling lambat 6 Juli 2018.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima

kasih.

Tembusan:
Direktur Jenderal PDSPKP

enderal,

[ 3] omEETORAT JERVEL
11 pEGUATRN DAYA SAIHO PR

= PENE AT DN FERIARAY | 22
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Lampiran Surat
P Nomor - 3572/005.L/T0 3/ V\/ Z0d

Tanggal : 2( Juni 2018

Lampiran 1. Daftar Undangan

Sesditjen PDSPKP;

Direktur Pemasaran;,

Direktur Logistik;

Direktur Usaha dan Investasi;

Kepala BBP2HP;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;

9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;

10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;

11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;

12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung;

14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;

17. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat;

19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali,

23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;

29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;

31. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;

32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah,

33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

34. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

NN =
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
45,
46.
47.
48.
49,
50.
51
52,
53.
. Kepala LPPMHP Medan;
55.
56.
§7.
58.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bogor;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kampar;
Kepala LPPMHP Bangka Belitung;

Kepala BPPMHP Cirebon;

Kepala UPT PMP2KP Banyuwangi;

Kepala UPTD BPMP2KP Tanjung Pinang;

Kepala LPPMHP Pekalongan;

Kepala LPPMHP Sorong;

Kasubdit lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
Pelaksana Subdit Standardisasi.

-

a.n. Dire
nERAL
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Lampiran 2. Jadwal Acara

JADWAL ACARA

Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Jakarta, 9 - 10 Juli 2018

No. I

Waktu

Kegiatan

Keterangan

Senin, 9 Juli 2018

1.

08.00 - 09.00 WIB

Registrasi peserta

2. | 09.00 - 09.30 WIB | Pembukaan dan pengarahan Dirjen PDSPKP

3. | 09.30 - 09.45 WIB | Coffee Break

4. | 09.45 - 11.00 WIB | Kebijakan penerbitan SKP Direktur PBM

5. | 11.00 — 12.00 WIB | Evaluasi penerbitan SKP Subdit Standardisasi
semester | 2018

6. | 12.00 - 13.00 WIB | ISHOMA

13.00 — 13.45 WIB | Rencana dukungan penyuluh Kepala Pusat

perikanan dalam pembinaan Pelatihan dan
mutu Penyuluhan

8. | 13.45 - 14.30 WIB | Evaluasi data UPI ber-SKP, Subdit Standardisasi
Analisis kebutuhan Pembina
Mutu Daerah untuk pembinaan
SKP dan penyusunan target SKP
2019

9. | 14.30 — 14.45 WIB | Coffee Break

10. | 14.45 - 15.30 WIB | Updating aplikasi SKP online Subdit Standardisasi

Selasa, 10 Juli 2018

1. | 08.00 - 10.00 WIB | Pembekalan penerapan GMP Subdit Standardisasi
dan SSOP bagi Pembina Mutu
Daerah

2. | 10.00 - 10.15 WIB | Coffee Break

10.15 — 11.45 WIB | Penyusunan Dokumen Panduan Subdit Standardisasi

Mutu GMP dan SSOP oleh
Pembina Mutu Daerah

4. [ 11.45-12.00 WIB | Penutupan Direktur PBM
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Lampiran 3. Lembar Konfirmasi

LEMBAR KONFIRMASI
Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan
Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Jakarta, 9 - 10 Juli 2018

Nama  eeerserassasesessssassasasnttesestassanennsnntnstnntasansartasantsreareattnerearesne
NIP D tecestsesssmsesessesseesesese st eNRAENSRAISSNNSEEIe0NEE00000NEsEN0I0RCORTRERRORNSRESS
Jabatan §  eeescscasensessesresnEeesestsnnataNIINSRESERESEIEe0E080eEenINIEIORnOtOTRTEISTSEIESES
Instansi reessssscsnsesnenrssnensanseseseetettissenteseseseseersesnentesesetessesenattosaranas
NO.TEIP/HP i oottt e s s era s s s aa s ss s anaaaas
No. Fax ©  ieescssesenssesesrssneresesesenatNNNNISENEtESEN000800N000RNRNRSRIRNEIORSSIRSRSERES
E-mail © heesetessetasesessesseseenantseensetaesnENErEsReetesttaNteNsNISNEaStsRTaTaRSRaTarES
Tanda Tangan
NIP ........................................
Catatan:

1. Peserta diharapkan membawa data UPI masing-masing provinsi sesuai Lampiran 4

2. Peserta diharapkan membawa laptop untuk simulasi SKP online

3. Konfirmasi kehadiran dan hal-hal lainnya dapat menghubungi Subdit Standardisasi
Telp. (021) 3513326 atau contact person: Baha HP. 081293935321
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